
mS©N

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 1 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang

Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 23 Ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah

Provinsi Bengkulu tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Bengkulu Tahun 2024, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun

2024;

Mengingat 1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Provinsi Bengkulu (l£mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan

l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286) ;
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l£mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan l£mbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor

5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan l£mbaran

Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan l£mbaran

Negara Nomor 680 1) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l£mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (I£mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan

Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (l£mbaran

Negara Repubhk Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,

Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

2854) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

20 17 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (l£mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan

l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (l£mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan I£mbaran

Negara Repubhk Indonesia Nomor 6322);
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 1) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan

keuangan memuat:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

C. neraca;

d. laporan operasional;

e. laporan arus kas;

f laporan perubahan ekuitas;dan

catatan atas laporan keuangan.g

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan

keuangan Badan Usaha Mihk Daerah/Perusahaan Daerah.

(2)

Pasal 2

Imporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal I huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a.

b.

C.

Pendapatan

Belanja
Defisit

Pembiayaan
- Penerimaan

- Pengeluaran

Rp 3. 191.854. 148.850,29

Rp 3.140.472.406.450,4 1

Rp 51.381.742.399,88

Rp

Rp

68.947.757.064,2 1

0,00
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Pembiayaan Netto Rp 68.947.757.064,2 1

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(a) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah

Rp (8.730. 182.450,29) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan
Setelah Perubahan

b. Realisasi

Rp 3. 183. 123.966.400,00

Rp 3.191.854.148.850,29

(b) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp

111.599.317.013,59 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja

Setelah Perubahan

b. Realisasi

Selisih Kurang

Rp 3.252.071.723.464,00

Rp 3. 140.472.406.450,41

Rp 111.599.317.013,59

(c) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp

120.329.499.463,88 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran

b. Realisasi

Selisih l£bih

Rp (68.947.757.064,00)

Rp 51.381.742.399,88

Rp 120.329.499.463,88

(d) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

sejumlah Rp (0,21) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan

Pembiayaan
b. Realisasi

Selisih l£bih

Rp 68.947.757.064,00

Rp 68.947.757.064,21

Rp (0,2 1)

(e) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

sejumlah Rp Nihil dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran

Pembiayaan
b. Realisasi

Selisih

Rp

Rp

Rp
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(a Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah

Rp (0,21) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan

Netto

b. Realisasi

Selisih l£bih

Rp 68.947.757.064,00

Rp 68.947.757.064,21

Rp (0,2 1)

g. Selisih Anggaran Silpa dengan Realisasi Silpa sejumlah

Rp(120.329.499.464,09 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Silpa

b. Realisasi Silpa
Selisih l£bih

Rp 0,00

Rp 120.329.499.464,09

Rp 120.329.499.464,09

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal I huruf c per 31

Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset

b. Jumlah Kewajiban
c. Jumlah Ekuitas

Rp 7.200.777.995.652,72

Rp 371.482.914.975,03

Rp 6.829.295.080.677,69

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf e

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun

2024 sebagai berikut:

a. Saldo Kas awal per 1 Januari
Tahun 2024

b. Arus Kas Bersih dari aktivitas

Rp 68.947.757.064,21

Rp 477.298.438.303,88

operas1

c. Arus Kas Bersih

investasr

d. Arus Kas bersih

Pendanaan

e. Arus Kas Bersih

Transitoris

dari aktivitas Rp (425.916.695.904,00)

dari aktivitas Rp

Rp

0,00

0,00dari aktivitas
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f. Saldo akhir Kas di bendahara

pengeluaran

g. Saldo akhir Kas di BLUD
h. Saldo Akhir Kas Dana BOS

Rp 1 .023. 140.359,00

Rp 13.987.058.371,48

Rp 190.798.406,00

i. Saldo akhir Kas di Kasda per 31 Rp 105.091.723.578,61
Desember Tahun 2024

j. Kas lainnya RP 0,00

Pasal 6

Catatan Atas Imporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal I huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik

secara kuantitatif maul)un kualitatif atas pos-pos laporan

keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal I tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah Ini, terdiri dad:

1. Lampiran I

Inmpiran I. I

Laporan Realiasasi Anggaran;

Ringkasan Laporan Realisasi

Anggaran menuIut UIUsan

pemerintahan Daerah dan

Organisasi;

Rincian Laporan Realisasi Anggaran

menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, Pendapatan,

belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran

Belanja Daerah menurut urusan

pemerintahan daerah organisasi,

program dan kegiatan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran

Belanja Daerah untuk keselarasan

dan keterpaduan;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran

l£bih;

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

2 . Lampiran ll
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3 . Lampiran III

4. La mpiran IV

5 . Lampiran V

6 . Lampiran VI

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

IO. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir

dan Penyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi)

Daerah;

Daftar Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam

Pengerjaan;
Daftar

11. Lampiran XI

12. Lampiran XII

13. Lampiran XIII

14. Lampiran XIV

15. Lampiran XV Penambahan dan

Pengurangan Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi

Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Kegiatan–Kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan

dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran berikutnya;

Ikhitisar Laporan Keuangan Badan

Usaha Mink Daerah/Perusahaan
Daerah;

Iktisar Laporan Keuangan (Neraca)

Usaha Milik

16. Lampiran XVI

17. Lampiran XVII

18. Lampiran XVIII

19. Lampiran XIX

20. Lampiran XX

I,ampiran XX. I
Badan

Daerah/Perusahaan Daerah;

Iktisar I,aporan Keuangan (Laporan

Laba/Rugi) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.

Lampiran XX. 2
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Pasal 8

Gubernur Bengkulu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 20:24

sebagai Penjabaran lebih lanjut dari Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2024

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l£mbaran

Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal, 13 Agustus 2025

GUBERNUR BENGKULU,

Ttd.

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu

Pada tanggal, 13 Agustus 2025

Pj. SEKRHrARiS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
Ttd

H. HERWAN ANTONI

LEA4BARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (3-76/2025)
/==

.sesuai dengan aslinya
BIRQ HUKUM

NDIkS.H., M.Hu
'embina Tk I

NIP: 19721012 200212 1 004
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